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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

 NOMOR 39 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA 

HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANDUNG,  

 

Menimbang      :  a.  bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan 

Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah 

ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 30 Tahun 2021, namun untuk lebih efektif 

dan efisien dalam penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan 

Belanja Bantuan Sosial, maka Peraturan Wali Kota 

termaksud perlu diubah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

Mengingat … 

SALINAN 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di 

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

  2.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2003uu017.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu001.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu015.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
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  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07) 

 

MEMUTUSKAN ... 

 

 

 

 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2007pp039.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2010pp071.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp012.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/PMDN%20No%2077%20Tahun%202020%20tentang%20Pedoman%20Teknis%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20AUTENTIFIKASI%20UPLOAD%20FINAL9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/PMDN%20No%2077%20Tahun%202020%20tentang%20Pedoman%20Teknis%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20AUTENTIFIKASI%20UPLOAD%20FINAL9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1534/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1534/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3271/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3271/detail
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 30 TAHUN 

2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING 

DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA 

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

 

Pasal I 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2021 Nomor 30) diubah sebagai berikut: 

 

1. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 disisipkan 1 

(satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam 

NPHD, yang ditandatangani bersama oleh 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan 

Penerima Belanja Hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

paling sedikit memuat: 

a. pemberi dan penerima Belanja Hibah; 

b. jumlah dan tujuan pemberian Belanja 

Hibah; 

c. besaran ... 
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c. besaran/rincian penggunaan Belanja 

Hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara pencairan/penyerahan Belanja 

Hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

(4) Pembuatan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD 

terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk 

hibah berupa uang dan barang/jasa. 

(5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bertanggungjawab atas substansi NPHD. 

(5a) Dalam hal penganggaran Belanja Hibah ada 

pada Sekretariat Daerah, pembuatan dan 

penandatanganan NPHD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) 

dilakukan oleh Kepala Unit Kerja terkait sesuai 

tugas pokok dan fungsinya. 

(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) 

rangkap yang dibubuhi materai. 

 

2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan 1 

(satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 21 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Penerima Belanja Hibah berupa uang 

mengajukan permohonan pencairan Belanja 

Hibah kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD 

terkait sesuai tugas dan fungsinya, dengan 

dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi: 

a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri atas: 

1. surat permohonan pencairan Belanja 

Hibah, dilengkapi rincian rencana 

penggunaan Belanja Hibah sesuai 

yang tercantum dalam DPA;  

 

2. NPHD ... 
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2. NPHD; 

3. salinan/fotokopi KTP atas nama 

pimpinan instansi atau Kepala Daerah 

Penerima Belanja Hibah; 

4. salinan/ fotokopi rekening bank yang 

masih aktif atas nama instansi 

dan/atau rekening Kas Umum Daerah 

lainnya; 

5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri 

atas 2 (dua) bermaterai cukup, 

ditandatangani dan dibubuhi cap 

instansi serta dicantumkan nama 

lengkap pimpinan instansi atau 

Kepala Daerah Penerima Belanja 

Hibah; 

6. surat pernyataan tanggungjawab 

mutlak yang ditandatangani di atas 

materai yang cukup. 

b. Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, terdiri 

atas: 

1. surat permohonan pencairan Belanja 

Hibah yang dilengkapi rincian 

rencana penggunaan Belanja Hibah 

sesuai yang tercantum dalam DPA; 

2. NPHD; 

3. salinan/fotocopy KTP atas nama 

Direksi atau sebutan lain Perusahaan 

Daerah Kota atau Perseroan Penerima 

Belanja Hibah; 

4. salinan/fotocopy rekening bank yang 

masih aktif atas nama Perusahaan 

Daerah Kota atau Perseroan Penerima 

Belanja Hibah; 

5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri 

atas 2 (dua) bermaterai cukup, 

ditandatangani dan dibubuhi cap 

Perusahaan Daerah Kota atau 

Perseroan serta dicantumkan nama 

lengkap Direksi atau sebutan lain; 

dan 

6. surat pernyataan tanggungjawab 

mutlak. 

c. Belanja ... 
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c. Belanja Hibah untuk Badan dan Lembaga, 

terdiri atas: 

1. surat permohonan pencairan Belanja 

Hibah yang dilengkapi rincian 

rencana penggunaan Belanja Hibah 

sesuai yang tercantum dalam DPA; 

2. NPHD; 

3. salinan/fotokopi KTP atas nama 

Ketua Badan dan Lembaga Penerima 

Belanja Hibah; 

4. salinan/fotokopi rekening bank yang 

masih aktif atas nama Ketua Badan 

dan Lembaga Penerima Belanja 

Hibah; 

5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri 

atas 2 (dua) bermaterai cukup, 

ditandatangani oleh ketua/pimpinan 

atau sebutan lain Ketua Badan dan 

Lembaga Penerima Belanja Hibah dan 

dibubuhi cap Badan dan Lembaga 

serta dicantumkan nama lengkap 

ketua/pimpinan atau sebutan lain 

Ketua Badan dan Lembaga Penerima 

Belanja Hibah; dan 

6. surat pernyataan tanggungjawab 

mutlak. 

d. Belanja Hibah untuk Organisasi 

Kemasyarakatan, terdiri atas: 

1. surat permohonan pencairan Belanja 

Hibah dilengkapi dengan rincian 

rencana penggunaan Belanja Hibah 

sesuai yang tercantum dalam DPA; 

2. NPHD; 

3. salinan/fotocopy KTP atas nama 

ketua/pimpinan/pengurus lembaga/ 

nonrganisasi Penerima Belanja Hibah; 

4. salinan ... 
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4. salinan/fotocopi rekening bank yang 

masih aktif atas nama 

lembaga/organisasi; 

5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri 

atas 2 (dua) bermaterai cukup, 

ditandatangani ketua/pimpinan 

organisasi kemasyarakatan dan 

dibubuhi cap lembaga/organisasi 

serta dicantumkan nama lengkap 

ketua/pimpinan atau sebutan lain 

ketua/pimpinan organisasi 

kemasyarakatan; dan 

6. surat pernyataan tanggungjawab 

mutlak.  

e. Belanja Hibah untuk Partai Politik, terdiri 

atas: 

1. surat permohonan bantuan keuangan 

partai politik kepada Wali Kota 

melalui BKBP yang ditandatangani 

oleh Ketua dan Sekretaris atau 

sebutan lain menggunakan kop surat 

dan cap stempel Partai Politik serta 

melampirkan sebanyak 2 (dua) 

rangkap kelengkapan administrasi, 

dan tembusan disampaikan kepada 

Ketua Komisi Pemilihan Umum kota;  

2. surat keputusan Dewan Pimpinan 

Pusat Partai Politik yang menetapkan 

susunan kepengurusan Dewan 

Pimpinan Cabang Partai Politik 

tingkat Daerah Kota atau sebutan 

lainnya yang dilegalisir oleh Ketua 

Umum dan Sekretaris Jendral Dewan 

Pimpinan Pusat Partai Politik atau 

sebutan lainnya atau dilegalisir 

berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga 

masing-masing Partai Politik; 

3. fotokopi ... 
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3. fotokopi surat keterangan Nomor 

Pokok Wajib Pajak; 

4. surat keterangan autentifikasi hasil 

penetapan perolehan kursi dan suara 

Partai Politik hasil pemilihan umum 

DPRD Kota yang dilegalisir oleh 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Kota; 

5. nomor rekening kas umum Partai 

Politik yang dibuktikan dengan 

pernyataan pembukaan rekening dari 

bank yang bersangkutan; 

6. rencana penggunaan dana bantuan 

keuangan Partai Politik diprioritaskan 

untuk pendidikan politik; 

7. laporan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran bantuan keuangan yang 

bersumber dari APBD Daerah Kota 

tahun anggaran sebelumnya yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan; 

8. surat pernyataan Ketua Partai Politik 

yang menyatakan bertanggungjawab 

secara formil dan materiil dalam 

penggunaan anggaran bantuan 

keuangan Partai Politik dan bersedia 

dituntut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

apabila memberikan keterangan yang 

tidak benar yang ditandatangani 

Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau 

sebutan lainnya di atas materai 

dengan menggunakan kop surat 

Partai Politik; 

9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

Ketua, Sekretaris dan Bendahara; 

10. Kuitansi ... 
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10. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri 

atas 2 (dua) bermaterai cukup, 

ditandatangani Bendahara dan 

Ketua/Pimpinan Partai Politik dan 

dibubuhi cap stempel Partai Politik 

serta dicantumkan nama lengkap 

Bendahara dan Ketua/Pimpinan 

Partai Politik atau sebutan lain. 

(2) Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan 

fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan 

Pembayaran Langsung (SPP-LS). 

(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan lengkap dan sah maka PPK-SKPD 

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 

untuk ditandatangani Kepala SKPD terkait. 

(3a) Dalam hal pencairan Belanja Hibah ada pada 

Sekretariat Daerah, penyampaian permohonan 

pencairan, pembuatan SPP dan 

penandatanganan SPM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan 

pada Unit Kerja terkait sesuai tugas pokok dan 

fungsinya. 

(4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa 

Bendahara Umum Daerah (BUD) Menerbitkan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 disisipkan 1 

(satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 26 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal ... 
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Pasal 26 

(1) Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa 

uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1 dan 

huruf b angka 1, dapat disampaikan oleh 

Penerima Belanja Hibah kepada Wali Kota 

terhitung mulai 1 (satu) bulan setelah kegiatan 

selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya melalui 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Hibah 

untuk hibah berupa uang dan barang/jasa. 

 (1a) Dalam hal penggunaan Belanja Hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada pada 

Sekretariat Daerah, penyampaian laporan 

penggunaan Belanja Hibah kepada Wali Kota 

melalui Kepala Unit Kerja terkait sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. 

(2) Terhadap penerima hibah yang masih terdapat 

sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai 

dengan naskah NPHD maka  wajib membuat 

laporan per tanggal 31 Desember tahun 

berkenaan dan disampaikan paling lambat 

pada tanggal 10 Januari tahun anggaran 

berikutnya dengan melampirkan bukti setoran 

kepada kas daerah atas anggaran yang belum 

direalisasikan tersebut sebagaimana dimaksud 

ayat (1). 

(3) Khusus untuk penerima hibah dari Partai 

Politik penyampaian laporan disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Pasal ... 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 20 April 2021 

   WALI KOTA BANDUNG, 

                                  TTD. 

   ODED MOHAMAD DANIAL 

 

 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 20 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

                            TTD. 

                   EMA SUMARNA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 39 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

 

ASEP MULYANA, SH 

Pembina  

NIP.19631021 199603 1 001 
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